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BUPATI HALMAHERA UTARA 

PROVINSI MALUKU UTARA 

 
PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA 

NOMOR 31 TAHUN 2023 

TENTANG 

 

STANDAR  HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA                

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI HALMAHERA UTARA, 

 

Menimbang :  a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, menyatakan standar harga satuan 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan standar 

harga satuan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan 

anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Halmahera Utara tentang Standar Harga Satuan Pemerintah 

Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2024. 

 

Mengingat :    1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang No 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, 
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Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur 

dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4264); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2022   tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

 

 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 10. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

33); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);  
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara  

Tahun 2010 Nomor 4); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8). 
   

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan :  PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TENTANG STANDAR 

HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA 

UTARA TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

PASAL 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah  Bupati  dan  Wakil  

Bupati Halmahera Utara. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Halmahera Utara. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dalam menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat  Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan,  dan Kecamatan. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

8. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan 

barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi 

pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya; 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), yang ditetapkan dengan peraturan 

daerah. 

10. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat 

yang ditunjuk untuk menyelenggarakan tugastugas perbendaharaan dalam 

rangka pelaksanaan anggaran belanja di lingkungan Perangkat Daerah. 

11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab 

kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;  

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang 
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dipimpinnya. 

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

14. Standar Harga Satuan adalah harga satuan unit barang dan nilai suatu 

jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

Pasal 2 

Standar Harga Satuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan: 

(1) Acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Halmahera Utara dan bukan untuk penyusunan Harga 

Perkiraan Sendiri (HPS); 

(2) Harga barang tertinggi sudah termasuk  Pajak, lain-lain (overhead), dan 

keuntungan yang wajar (kecuali bahan bangunan hanya memperhitungkan 

overhead);  

(3) Standar Harga bersifat maksimal dan disesuaikan dengan kemampuan 

anggaran perangkat daerah. 

 

Pasal 3 

(1) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan 

standar regional di Wilayah Kabupaten Halmahera Utara untuk berbagai 

jenis barang, pekerjaan dan kegiatan. 

(2) Standar harga daerah terdiri atas kelompok : 

a. Barang; dan 

b. Jasa. 

(3) Perincian kelompok barang dan jasa sebagaimana dimaksud pasal 3  ayat 

(1) huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4  

Standar Satuan Harga yang disusun dalam Peraturan Bupati ini diprediksi 

untuk kondisi normal, sedangkan untuk situasi dan kondisi khusus dapat 

dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel dan 

efisien disertai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang 

ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Persetujuan dari 

Bupati atau Pejabat. 

 

 

 

Pasal 5 
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(1) Untuk jenis barang dan jasa yang satuan harganya belum diatur dalam 

Peraturan Bupati ini, dapat berpedoman pada standar harga yang 

ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Institusi resmi atau satuan biaya 

lainnya yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak 

(SPTJM) yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah 

dimaksud. 

(2) Hal-hal yang belum diatur dan / atau perubahan dalam Standar Harga 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera 

Utara. 

 
 

Ditetapkan di Tobelo 
 

pada tanggal  26 Juni 2023 
 

         BUPATI HALMAHERA UTARA, 

 

TTD 
 

FRANS MANERY 
 

Diundangkan di Tobelo 
 

Pada tanggal  26 Juni 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HALMAHERA UTARA, 

               

          TTD 
 

 

ERASMUS JOSEPH PAPILAYA 

 
 

 

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 Nomor 31    ). 

             

 

 

 

 


